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Umum 2019 memasuki

tahap akhir. Selepas pe-
netapan hasil pemila pada
21 Mei lalu, proses yang masih
harus dinanti adalah persidang-
an perselisihan hasil pemilu
yang saat ini masih bergulir di
Mahkamah KXonstitusi. Meski
hasil Pemilu 2019 belum final,
dengan merujuk hasil (semen-
tara) ini, bakal terdapat sem-
bilan dari 16 parpol peserta pe-
milu anggota DPR 2019 yang
berhak menempatkan wakilnya

'ke Senayan.

Simulasi yang dilakukan me-
nempatkan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P)
berada di urutan pemuncak de-
ngan 128 kursi (22,26 persen)
dari total 575 kursi DPR yang
diperebutkan. Pemilu me-
nyangkut proses konversi suara
menjadi kursi parlemen, di ma-
na prinsip proporsionalitas, ke-
setaraan, dan derajat keterwa-
kilan yang tinggi menjadi varia-
bel penting dalam setiap studi
kepemiluan. Keberimbangan
(proporsionalitas) bakal tecer-
min dengan kondisi ideal di
mana proporsi kursi yang di-
peroleh suatu parpol sebanding
dengan proporsi suara pemilih
yvang diperolehnya saat pemu-
ngutan suara. ¢

Simulasi sementara hasil pe-
milu DPR 2019, perhitungan
Indeks Disproporsionalitas LITI
(Loosemore-Hanby-Index)
mendapatkan angka 3,11 per-
sen, yang bisa dimaknai terda-
pat hampir 18 kursi DPR yang
“keliru” dialokasikan dan setara
dengan 3,925 juta pemilih yang
dirugikan. Angka LHI ini sedikit
membaik ketimbang hasil Pe-
niilu 2014 dengan LHI 4,04
persen atau sebanding dengan
23 kursi DPR yang “keliru” di-
alokasikan.

Muasal masalah

LIII bernilai nol mencermin-
kan representasi ideal. Semakin
tinggi nilai LHI, semakin dis-
proporsional hasil pemilu. De-
ngan hanya merujuk angka di
atas, dapat dikatakan bahwa ha-
sil Pemilu 2019 memang ter-
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lihat lebih proporsional ketim-

bang Pemilu 2014. Akan tetapi,
benarkah “perbaikan”  propor-
sionalitas tersebut telah men-
dekati kondisi ideal dan tidak
memendam persoalan di masa
mendatang? Salah satu faktor,
penambahan 15 kursi DPR ke-
timbang Pemilu 2014 berandil
pada peningkatan “proporsio-
nalitas” tersebut sckalipun ti-
dak sepenuhnya menyelesaikan
problem klasik pemilu kita.
Hasil Pemilu DPR 2019 se-
cara signifikan tetap memperli-
hatkan adanya parpol yang “di-
untungkan” dan sebalikiiya. Mi-
salnya, Partai Gerakan Indo-
nesia Raya (Gerindra) mencm-
pati peringkat kedua perolehan

© suara, yakni 13,93 perscn dari

total perolehan suara sah par-
tai-partai yang lolos ambang ba-
tas (parliamentary threshold).

Akan tetapi. dengan peroleh-
an 78 kursi DPR, Gerindra jus-
tru tersalip oleh Partai Golkar
yvang pcrolehan suaranya lebih
sedikit. Perolehan suara Golkar
yvang “hanya” 13,92 persen, di-
perkirakan terkonversi menjadi
85 kursi DPR (14,97 persen).
Kondisi tersebut tidak berbeda
halnya dengan saat Pemilu
2014, yakni antara Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) dan
Partai Amanat Nasional (PAN).
PKB perolchan suaranya lebih
banyak (9,26 versus 7,77 per-
scn), tetapi. perolehan kursi
DPR-nya justru kurang ketim-
bang PAN (47 kursi versus 49
kursi).

Pada pemilu kali ini, Partai

- Persatuan Pembangunan (PPP)

terhitung merugi dengan ting-
kat wunder-represented tertinggi
kctimbang empat parpol lain:
suara mencapai 6,323 juta &
persen), tetapi estimasi pero-
lehan kursi DPR hanya 19 kursi
(3,30 persen). Partai Kcbang-
kitan Bangsa (PKB) yang kerap
menyoal posisinya yang wun-
der-represented, terutama .aki-
bat mahalnya kursi DPR di da-
pil Jawa Timur, kini hasil per-
olchan kursi DPR-nya pun se-
cara nasional tak lebih propor-
sional ketimbang pemilu terda-
hulu. Pun demikian PKS yang
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pada Pemilu 2014 cenderung
over-represented kini justru per-
sentase perolehan kursinya tak
léebih baik ketimbang persen-
tase perolehan suaranya.

Salah satu muasal persoalan
sebenarnya sudah tereka saat
pembahasan rancangan un-
dang-undang (yang kemudian
menjadi Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 2017), di mana
salah satu isu yang cukup pelik

‘dan menyita perhatian adalah

jumlah kursi DPR (assembly
size), pengalokasian penambah-
an 15 kursi DPR ke provinsi,
penetapan besaran daerah pe-
milihan - (district magnitude).
dan metode konversi suara
menjadi kursi.

Dari sudut teknokrasi kepe-
miluan, pokok perdebatan me-
ngerucut pada kehendak ideal
untuk mendapatkan DPR sc-
bagai lembaga negara yang me-
rupakan representasi pendu-
duk sesuai dengan prinsip one
person one ‘vote one value
OPOVOV). .

Dalam praktiknya, pemba-
hasan RUU adalah proses poli-
tik di mana tarik-menarik ke-
pentingan para pcmbuat kebi-
jakan tak terhindarkan. Pilihan
kebijakan menjadi bergeser pa-
da apakah ujung-akhir sebuah
kebijakan bakal menguntung-
kan ataukah merugikan; sckali-
pun pembungkusnya adalah
alasan demi menjaga stabilitas
politik ataupun kompromi yang
masih dalam batas toleransi
dan manageable.

Berdasarkan hasil Pemilu
2019, alasan yang dikemukakan
bahwa pengalokasian penam-
bahan 15 kursi DPR bakal me-
nutup kekurangan representasi-
pada sejumlah provinsi toh ter-
nyata belum benar-benar ter-
bukti cfektif. Penambahan kursi
itu hanya menambal persoalan
representasi dan proporsiona--
litas di beberapa daerah serta
luput mengoreksi persoalan di
daerah-dacrah lain.

Saatnya memulai

Mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD sudah
mengusulkan agar revisi UU
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Pemilu menjadi prioritas bagi
pemerintahan ) periode
2019-2024. Kompleksnya per-

soalan terkait pelaksanaan Pe-

milu 2019 harus menjadi per-—
timbangan penting untuk me-
nyegerakan revisi terscbut. Bu-
kan hanya persoalan teknis pe-
nyvelenggaraan, semisal beban
(berlebih) petugas penyeleng-
gara pemilu di tingkat bawalh
saja; semestinya soal represen-
tasi dan proporsionalitas layak
dikedepankan sebagai materi
diskusi panjang dan lebih kom-
prehensift.

Toh, akar persoalan yang ter-
kait proporsionalitas hasil Pe-
milu 2019 sebenaanya
bisa teridentifikasi
Alokasi kursi DPR nbdirtranspa-—
ransi data jumlah penduduk
vyang dipergunakan sebagai acu-
an: yang pada akhirmya me-
rembet pada rasio pemilih ter-
hadap jumlah penduduk: ting-
kat partisipasi pemilih; dan ke-
mudian berulang pada  Tma-
hal-murahnya’™ nilai kuarsi DPR
di setiap daerah pemilihhan. IDDis-
torsi akibat belitan kepentingan
sepihak yang terjadi setiap kali
pembahasan UU Pemilu semes-—
tinya tidak boleh terulang lagi.

Tantangan berikutnya adalah
soal metode hitung untuk peng-
alokasian kursi. Apalkah dari sisi
proporsionalitas, pilihan meto-
de divisor Sainte Lague pada
Pemilu Z019 lebih baik ketirm-
bang metode kuota Hare IL.ar-—
sest Remainders yang telah di-
pakai pada beberapa pemilua se-

sejak awal.

belumnya? Apakah terbuka ke-—

mungkinan mencoba wvariamn

lain, seperti penghitungan se-

cara nasional terlebih dulu atau
Adi tingkat provinsi., kemudian
baru dialokasikan ke setiap dae-

Trah pemilihan—sebagaimana
diterapkan di Jerman. misal-
nya?

Faktor disparitas tingkat par—
tisipasi di daerah-daerah pemi-
lihan semestinya bisa menjadi
pertimbangan untuk memberi-
kan inscentif bagi partai politik

peserta pemilu guna lebihh giat -

menarik minat konstituen un-
tuk hadir ke bilik suara.

Pada akhirmya, persoalan re-—

sudah-

presentasi dan proporsionalitas
adalah problem klasik dalam
studi kepemiluan Indonesia, se—
tidaknya sejalk FPemilu 2004,
ITasil akhir Pemilu 2019 me-
mang belum ada, penghitungan
(disdproporsionalitas pun be-
Ium final. Seturut proses terse-—
but, respons dan Pengujian
publik tentunya tidak bisa di-
abaikan, setidaknya untuk me-
minimalkan Gerulangnya) pe-
muatan kepentingan sepihal
dari penentu kebijakan di masa
mendatang. Pelbagai simulasi
bisa dilakukan sedari sekarang.
termasuk untuk menguji apa-
kah niatan (Grnterifior) dari para
perurmus kebijakan yang diga-
ungkan saat permbahasan UU
Pemilu sudah tercapai atau Mma-—
lah kian menjauh.

P> (3> F €2 i<

Partai politik siapkan
Tregenerasi.
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Bahasa Indonesia dimi-
nati sisvwa Australia.
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Tingkat ketepatan walk -
tu maskapai membailk.
TLalu, Faparn harga tiket
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